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Salah satu kejahatan adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

(curanmor). Pada umumnya tindak pidana curanmor ini pelakunya dikenakan pada 

Pasal 363 KUHP yakni pada pasal pencurian dengan pemberatan. Hal tersebut 

disebabkan karena para pelaku curanmor menggunakan alat bantu tambahan dalam 

melaksanakan aksinya dengan kunci T. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi 

segera melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana 

kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan apakah faktor penghambat 

kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan 

merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor.  

 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan proses pengumpulannya 

melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. 

 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana 

kepolisian dilakukan melalui penegakan preventif dan represif yaitu kegiatan rutin 

yang ditingkatkan, patroli rutin, ronda malam dengan peran bhabinkamtibmas, 

memasang spanduk dan melakukan sosialisasi, merespon cepat laporan yang 

masuk, melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan melakukan 

penangkapan. Namun tidak hanya itu kebijakan penegakan hukum pidana 

kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus berpedoman terhadap undang – 

undang mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari kepolisian. Dalam hal tersebut 

polisi harus sigap dalam menerima laporan pengaduan dari
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masyarakat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, mengetahui 

dengan sendiri sedang terjadi tindak pidana pada saat melakukan patroli rutin, dan 

peran serta masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut telah 

dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dalam hal untuk menekan tindak pidana di 

wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah. Sedangkan faktor penghambat kebijakan 

kepolisian meliputi kurangnya personel, kurangnya kemampuan personel, 

terlambatnya laporan, enggannya masyarakat melapor, barang hasil pencurian 

dijual terpisah, tidak meresponnya masyarakat, tidak bersedia masyarakat menjadi 

saksi, serta terkait dengan medan dan cuaca yang sulit. Berdasarkan hal tersebut 

memang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi aparat 

kepolisian dilapangan.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah dengan kepolisian diharapkan membangun 

komunikasi dengan semua pihak kemasyarakatan dan kepolisian segera 

meningkatkan kemampuan personel serta melengkapi saranan fasilitas pendukung 

dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 

Kata Kunci : Kebijakan, Kesigapan, Pencurian Kendaraan Bermotor 


